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PERATURAN DAERAH |
KABUPATEN DAERAR TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR « 10 TAHUN 198T
TINTANG

PEMBEN TUK AN DUSUNT DALAM DESA DAV LINGKUNGAN
DAL AM KELURAHAN,

DENGAN RAXHMAT TUHAT YANG MAHA ESA
'BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT - TT KEBUMEN

‘Menimbang ¢ bahwa untuk kelancaran »emerintahan secata berdaya guna dén

berhasil guna.sesuai dengan periembangan, maka dalam rangka
pelaksanaan. pasal I6 c¢an pasal’3l Undang-Undang No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa, divandang perlu untuk mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa

danr lingkungen dalam kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat -
IT Kebumen,

Mengingat : 1T, Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok’ Demérin
- tahan di Daerah (L.embaran Vegara Tahun 1974 Nomor. 38, =
Tambahan Tembaran Fegara Nomor 30 Tahun 1957 ¥

2. Undang-Undang No, 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propvinsi Jawa Tengah Jo.

Peraturan Pemerintah Womor 32 Tahunr 1950 ¢

%, Undang-Undang Vo. B'Lahun 1979 Pemerintahan Desa (Lembar
. an Negara Nomor 56, Tambahan Tembaran Negara No.. 3153 )

i, Peraturan Menteri Dilam Wegeri’No. 2 Tahun 1980 tentang =
Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Denghapusan
. Kelurahan 4

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahum 1980 tentang
Penbentukan Lembaga Musyawarah Desa }

6. Peraturan Ménteri Dalam Wegeri Nomor L4 Tahun 1981 tentang
.'Pembentukan, Penecahan, Penyatuan dam Penghanusan Desa.

7H’Peraturan Menteri Dalam Nerer1 meor 5 Tahur 1981 tentang
pembentukan Dusun Dalarr Desa dan Tingkungan dalam Kelurah
an ° a

Dengaﬁ'perSetujuan Dewan Perwakilanm Rakyat Daarah Kabunaten Daesrah Tingkat
IT Kebumen,

, MEMUTUSK AN o
MENETAPKAN . PERATURAN DARRAH K ABUP ATTN DAFRAH TINGKAT IT KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN,
BAB-T
REFFNTUAN  UMUM

Paéal 118
Dalam Peratursn Daerah ini yang'dihaksud dengam . -
a. Bupatt Kepnla Daerah adalak ¢ Bunati Kepala Daerah Tingkat IT Kebumen.

bo' Desa adalah oo;.-h-'oov




b. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pemduduk sebagai

' kesatwan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyargkat hukum yang ;
memmunyal organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan -
berhak menyelenmggarakan Rurah tannganya sendiri dalam ikatan Negara Ke-
satuwan Republik Imdonesia.

¢. Kelurahan adalah suatu wilayah ditemmati oleh séjumlah penduduk yang -
memmunyal organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang
tidak berhak menyelngparakan rumah tangganye sendiri,

P Y S

d. Dusur adalah baglan Wilayah dalanm Desa yang meruvakan lingkungan‘kerja
© pelaksanaan Pemerintaham Desa }

e. Lingkurgan adalah bagian Wiilayah dalam kelurahan yang merunakan ling -
. kungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ; :

. f. Tembaga Musyawarah Desa adalah Tembaga Permusyawaratér/ pnermufekatan -

: yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepals Dusumr, Pimwinan TSembega
Lembaga Kemasyarakatan dan Pramuka-Pramuka masyarakat Jdi Desa yamg - |
bersangkutan, » g

BAB.IT
PEMBENTUK AN

Baglan Pertaﬁa
Tujuan dan Tata-caz_“a Pembentukan
Pasal 2.
TwJuan nembentukan Dusun dalam Desa dan Llngkungan Dalam Kelurahan ada-'
‘lah untuk meningkatkan kewambuan penyelenggaraan pemerintahan secara -

‘berdaya guna dan berhasil pguna serta nelayanan terhadap masyarakat sesu |
at den\g'm tingl«‘:at perkembangan dan Lemajuan pembangunan. o |

: .|
. Pasal 3. .

(1Y Dusun atau Iinckungan dibentul demman. keputusan Bunati Kenala Daerah
o atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan ver-
_’setujuan dari Gubernur Kenala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

(2 Usul Kepala Desa atau Kenala Kelurahan scbagaimana dimaksud dalam -
ayat (1) disampaikan kevada Bupati Kepala Daerah melalui Camat sete=
Iah dimintakamr Pertimbamgan dari’ Pimminan Lembaga Musyawarah Desa um
tuk tingkat Desa dam Perangkat Kelurahan urrtuk tingkat Keluraham.

Bagi an Kbdua.
gyarat- Syarat Pembentukan, .

: ‘ Pasal L.

(1Y Dalam ﬁembentukan Dusunr ataw Timgkurgan harus memperhatikan syarat'-
syarat atau faktor i

& Pembentukan Dusumr y

a.l, Faktor Jumlah pernduduk, yaitu jumlah nenduduk bagi terbentuk
nya dusun sedikit-sedikitnya 500 Jiwa atau IOO kepala keluar
ga. ' v

a.2. Faktor Iuas wilayah, yitu luas wilayah yang rerjangkau seca
ra berdaya guma dalam rangka nemberian nelayanan dan nemblna‘
an masyarakal.

a.3. Faktor letak, yaltu wilayah yang memilik jarlngan perhubung-
: am atau kormumikasi artar dusun-dusun yang merumgkinkan terne
nulinya faktor Iuas wilayah tersebut huruf a.2, '

Selle Prasarana W0 B e e
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a.l4, Prasarana dan sarama serta knnalsl kemampuarn Ekonomi masyara
kat :

B Pembentukan Llngkungan

\

)"

b, 1 Faktor junlah‘nenduduk, yaitu jum]ah ncnduduk bagli terbentuknya
- . lingkungan sedikit-sedikitmya 500 Jilwa atau 2100 kepala keluarga

b.2., Faktor luas: ‘wilayah, yaitu luas w11ayah yang terJangkau secara-:
berdaya guna daIam rangka pemberian pelayanan dan nemblnaan ma=
syarakat. - , , , : '

b.3. Faktor letak, yaitu w11ayah yang memiliki jaringam nerhubungam
o ataw komunikasi antar Iingkumgan yang letaknya memungkinkan -
- .,terpenuh1nya faktor luas w11ayah tersebut huruf b.2,

b.li, Prasarama dan sarpna serta kondi 51 Remampuan Fkonomi masyara -
o kat. :

(2Y Jumlak Dusum dalam suatu Desa atau Iingkumgan dalam suatu Kelurahan-
dlsesualkan dengan kondlsl wilayah dan jangkauar nelaksamaan pemerin
takam, i ;

B AB.T1rT

7

PPMTCAHAN PENYATUAN PENCH%PUSAN DAN
PFRUBAHﬁN BATA

" Pasal 5.

(1) Dusun ataw Linfkungan yang karema’pertimbangan tehnis Pemerintahan -
dan nelayanan terhadap masyarakat, dimumgkinkan untuk dinecah,

(2) Pemecahan Dusun ataw tlngkungan dilakukan oleh Bunati Kevala Daerah-
atas usul Kepala Desa atau Kenala Kelurahan setelah mendapatkan per:
setujuwan Gubernur Kenala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. :

CB).Usul Kepala Desa atau‘KEnaIa Kelurahan sebagaimana dlmaksud dalam -
' ayat (2) dlsamnalkan kepada Bupati Kenala Daérah melalui Camat.

. : o asal 6. B

(1) Pusun ataw Lingkungan yang knrena nerlkembargan keadaan tidak lagi me
menuhli syarat sebagai suatu Dusun atau Limgkungan dimungklnkan untuk
disatukan atauw dihapuskan,

(2) Penyatuan ataun nenghapusan Dusun atau Lingkungam d11akukan derganm -
Reputusan BUDatl Kepala Daerah berdasarxan usul Kenala Desa atau Ke— 4
pala Kelurahan melalui Camat.

(3) Keputusan Bupati Kenala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} -
tembusannya disampaikam kepada Gubernur Kenala Daerah Tlngkat I’JaWa
Tengah, - .

v’ R
Pasal 7« -

(1) Dusun atau Lingkungan yang karema pertimbanganipertimdangan tehnis -
pemerintahanr dam pelayaman terhadap masyarakat, 'dimumgkinkan umtuk -
diadakan perubahan atau nelurusamn batas.Du;un atau Tingkungan.,

(2) Perubahan atau'neluruéan batas Dusur atau Limgkungan dilakukan 0léeh~
Bupati Kepala Daerah atas usul Kenala Desa atau Kevnala Keluraham se

telah mendapatkan persntujuan Gubernur Kenala Daeral Timwgkat T Jawa-
Tenmgah,

(‘3) Usul Kepala Desa atau Kepala’ Ke]urahan sebagalmana dlmaksud dalam -
ayat (2) disampaikan kepada BUD“tl Kenala Daerah melalul Camat.
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KETENTU“N PERALIHAN DAN PENUTUP
Desa atau Kelurahan yang sebclum borl kunya Peraturan Dacrah ini teclah merw
punyai Wilayah kcraa bawahan, naka wilayah kerje bawahan dinaksud dlnyata -
7 'kan sebagai dusun untuk Desa dan scbagai Lingkungen untuk Kclurahan berda
*sarkan Poratur 5l Dwerah 1n1._ ‘

Pasal 9«

Bagian Wilayah Desa yang ada scbclumberlakunya Peraturan Dacrah ini yang di

_sebut dengan nana asli mlsalnye Dukuh, Grunbul atau wilayah-wilayah lain =
yang seg enis, dapa‘b dlben'buk mcnae d:L Dusun atau Lingkungan.

Pasal 10.

. Hal-hal lain yang bolum distur dalan Poraturan Dacrah ini aken diatur lebih
lanjut oleh.Bupati Kepala Daerchs

Pasal 11.

f’ Poraturan Daerah ini mulal borlgku seaﬂk hari pertama setelah nunuundanuan~
w Ilya. t .o v :

Kobunen, 23 Mei 1981,

'DEWAN -PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KADUPATEN BUPATI KEPALA DALRAH TINGKAT II

DAERAH TINGKAT IT-KEBUMIN , K EBUMNE N
WakilK ¢ t u e, . - T
ttd. _ thd.
Hello HANTFUDDIN Bo.A. , - - Drse. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Dlsahkan pleh Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl.

1 Juli 1981 Nomor : 188,3/551/1981,.

- Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Dnerah Seri : D Nomor : 11,

- Sezretaris Wilayah/Daerah:
ttde o

SOEPARNO. SH,
NIP,010013919,
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